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ABSTRAK 
SYAHRUL ALAM, B111 11 422, Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di 
Kota Makassar Tahun 2014-2015). Dibimbing oleh, M syukri Akub selaku 
pembimbing I dan Haeranah selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menjadi penyebab anak melakukan pencurian sepeda motor di wilayah 
Kota Makassar serta untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum 
dalam menanggulangi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Anak 
di Kota Makassar. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sehubungan dengan 
data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menetapkan lokasi 
penelitian pada instansi terkait yaitu: Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar. Penulis memperoleh data dengan melakukan beberapa 
wawancara dengan narasumber, serta mengambil data yang relevan 
dengan penelitian, yaitu literatur, karya ilmiah, jurnal, buku-buku, serta 
peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah terkait. 
Berdasarkan analisis terhadap data-data yang diperoleh penulis 
selama penelitian, maka hasii didapatkan adalah antara lain: (1) Bahwa 
faktor- faktor penyebab terjadinya aksi pencurian sepeda motor yang 
dilakukan oleh anak di kota Makassar adalah faktor pengaruh dari 
iingkungan teman sebaya, terjadinya disfungsi keluarga, serta karna cara 
berpikir instan. (2) Upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian 
terhadap aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan anak di kota 
Makassar adalah dengan melakukan upaya preventif yaitu upaya yang 
bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan pencurian 
sepeda motor yang dilakukan oleh anak dan dengan melakukan upaya 
represif yakni merupakan upaya yang bertujuan untuk menekan 
(menghapuskan) Kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh 
anak dengan melakukan razia bersama instansi lain seperti Satuan Polisi 
Pamong Praja dan pihak Kodim Makassar di tempat-tempat perkumpulan 
anak yang biasa dijadikan tempat untuk menikmati hasil curiannya seperti 
di. sekitar Pantai Losari karena di tempat inilah yang paling sering 
dijadikan anak muda di Kota Makassar sebagai tempat melakukan 
tindakan maksiat dan melakukan penyuluhan/pembinaan terhadap anak-
anak yang melakukan tindak pidana dengan memberi arahan sekaligus 
memberi tahu orang tua tentang tindak pidana yang yang diiakukan oieh 
anak bersangkutan, sehingga memberi efek jera dan memunculkan rasa 
malu. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan di negara-negara berkembang, tidak terkecuali di 
Indonesia dilakukan dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran 
serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai 
apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk 
mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Keamanan 
dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya 
masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab, yang mana dapat 
dilihat dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta 
tertib dan tegaknya hukum. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara 
setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku 
dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku 
sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. 
Namun di tengah pertumbuhan ekonomi Nampak jelas bahwa telah 
terjadi distribusi ekonomi yang tidak merata, Akibatnya kesenjangan sosial 
di masyarakat pun makin membuat jarak yang nyata dan tidak dapat 
dihindari. 
Saat pemerintah menggembor-gemborkan program pertumbuhan 
ekonominya, tapi di sisi yang lain justru semakin membuat jarak 
kesenjangan sosial itu makin lebar. Kenyataannya ada satu pihak yang 
dapat banyak dan ada pihak lain yang terpinggirkan. Masyarakat dengan 
tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan 
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norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk 
memenuhi kebutuhan, ada kecenderungan menggunakan segala cara 
agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan 
ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. 
Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat 
dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian 
kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa 
kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita 
ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.Berbicara 
mengenai kejahatan khususnya pencurian,dapat terjadi dimana saja dan 
kapan saja, bahkan dapat dikatakan kejahatan terjadi pada setiap 
masyarakat, karena sifatnya yang merugikan. 
Kejahatan merupakan suatu masalah yang tidak asing lagi untuk 
masyarakat indonesia yang tinggal dikota besar, tanpa terkecuali di kota 
makassar. Kejahatan ini merupakan masalah yang cukup kompleks setiap 
waktu dihadapi pihak aparat penegak hukum. Semakin hari masalah 
kejahatan yang terjadi di Kota Makassar mengalami peningkatan yang 
signifikan, angka pengangguran yang cukup tinggi serta tajamnya 
persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup. 
Kasus kejahatan yang terjadi dimasyarakat saat ini sangat beragam 
jenisnya. Kasus kejahatan konvensional yang menjadi gangguan 
keamanan dan ketertiban dalam masyarakat antara lain pencurian sepeda 
motor, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, 
pemerkosaan, penyalahgunaan narkotika, kenakalan remaja dan judi. 
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Kejahatan tersebut banyak terjadi di kota besar , tanpa terkecuali Kota 
Makassar. Masalah kejahatan semakin sering terjadi pada seluruh lapisan 
masyarakat tanpa terkecuali. Lingkungan masyarakat yang beragam 
sangat mempengruhi seseorang dalam melakukan tindakan kejahatan, 
lingkungan kota besar yang padat dan sibuk dengan berbagai aktivitas 
memudahkan terjadinya suatu tindak kejahatan. 
Akhir-akhir ini di Kota Makassar terdapat kecenderungan 
meningkatnya kasus kejahatan terhadap pencurian sepeda motor. Selain 
melukai korbannya, pelaku juga tega untuk menghilangkan nyawa orang 
lain. 
Perhatian yang cukup besar diberikan oleh media cetak maupun 
media elektronik terhadap kejahatan pencurian sepeda motor yang terjadi 
di Makassar. Data kepolisian tentang kejahatan pencurian sepeda motor 
di Makassar terus meningkat di tahun 2015, dengan dominasi pelaku 
masih di usia pelajar. 
Dahulu, Makassar terkenal sebagai kota tawuran, karena televisi 
lebih senang menayangkan berita tentang mahasiswa Makassar yang 
tawuran. Setelah berita tawuran tentang mahasiswa tidak seksi lagi, giliran 
kejahatan pencurian sepeda motor yang disertai dengan kekerasan yang 
menghiasi wajah media massa. Karena ramai menjadi perbincangan, 
pada Februari 2015 lalu muncul gerakan Makassar Tidak Aman yang 
diprapakarsai pengguna sosial media. Topik ini dengan seketika melejit 
dan menjadi perbincangan, bukan hanya skala Sulsel dan Nasional, tapi 
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juga mencuri perhatian masyarakat internasional. Buktinya, kejadian ini 
dimuat oleh BBC. 
Pakar Ilmu Kriminologi dari Universitas Hasanuddin Makassar 
Muhadar di 2013 lalu kepada Koran Tempo pernah berkata penyebab 
utama banyaknya tindak kejahatan di Makassar karena kesenjangan 
sosial. Olehnya itu, cara terbaik untuk mengobati sakit hati ini dengan 
menempuh jalan pintasnya melakukan pembangkangan sosial. 
Pembangkangan sosial yang dimaksud Muhadar menganut semua 
cabang ilmu kriminalitas. Yang dikemudian hari semakin banyak dan 
semakin kompleks penyelesaiannya. 
Sedang Sosiolog Universitas Hassanudin Makassar Muhammad 
Darwis, Kemiskinan adalah sumber permasalahannya. Kemudian ada 
yang tidak jalan di dalam rumah tangga tiap-tiap keluarga di Makassar. 
Untuk menyelesaikan semua itu, tidak ada jalan lain, harus melibatkan 
orang tua, apalagi yang dominan melakukan tindak kriminal adalah 
remaja. Selama ini, menurut Darwis, pemerintah dan aparat hanya 
bertindak sebagai pemadam kebakaran yang tidak memadamkan api. 
Data tentang kemiskian di Sulsel memang tak bisa disepelekan. 
Rasio Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan 
secara menyeluruh yang dilansir pertengahan 2015 ini menunjukkan fakta 
yang mencengankan. Karena Rasio gini Sulsel mencapai angka 4,4. 
Padahal untuk menghitung koefisien Gini rasion ini hanya antara 0 sampai 
dengan 1. Apabila nilainya lebih dari 1 berarti ada ketimpangan sempurna 
di suatu daerah. 
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Karena tindak kriminal yang tinggi, didukung pula belum 
maksimalnya polisi melakukan pengamanan, gerakan main hakim 
masyarakat pun tidak terhindar lagi. Sudah sangat banyak pelaku 
kejahatan yang harus berakhir tragis tanpa sempat diadili oleh pengadilan. 
Di beberapa kesempatan, polisi bahkan dinobatkan sebagai Polisi India, 
seperti di film-film yang selalu datang belakangan. Ini tentu mengingatkan 
kita pada saat-saat di Sulsel marak istilah “Massa”. 
Tentu saja gerakan main hakim ini tidak boleh terus dibiarkan. 
Selain mengembalikan Indonesia sebelum berkekuatan hukum tetap, 
pelaku kejahatan juga harus diadili dengan benar. Karena tidak semua 
pencuri ayam itu salah dan harus dibunuh. Apalagi jika pelakunya masih 
anak dibawah umur dan mencuri karena untuk bertahan hidup. Bisa saja 
seperti itu. 
Kepala Polrestabes Makassar, Kombes Ferry Abraham, 
mengungkapkan ada 10 laporan kehilangan sepeda motor dalam sehari. 
Pada Januari saja, terjadi 49 kasus dan Februari 36 kasus kriminalitas 
dengan berbagai jenis di wilayah Makassar. Paling tinggi terjadi di 
Kecamatan Rappocini dan Panakkukang. Ada 10 kasus pencurian sepeda 
motor di Panakkukang pada Januari dan 6 kasus pada Februari. 
Saking tingginya kasus yang terjadi, tiap polisi harus menangani 150 
kasus per orang. Itu tidak seimbang dengan 2.200 personel polisi yang 
ada di kota ini. Seorang anggota polisi harus menangani 150 kasus. 
Ferry mengatakan polisi membutuhkan bantuan dari masyarakat, 
terutama dari kalangan pendidik. Dia meminta para guru bisa 
 6 
memaksimalkan perannya dalam menanamkan daya tangkal secara dini 
terhadap kejahatan jalanan dan tidak terlibat geng motor. "Akhir-akhir ini 
kita lagi disibukkan untuk pemberantasan geng motor yang melakukan 
kriminalitas. Dan yang menjadi masalah, ternyata, sebagian besar 
pelakunya anak usia sekolah. 
Satu hal yang justru menarik perhatian dan mengusik pikiran 
penulis adalah bahwa di daerah ini kejahatan pencurian sepeda motor 
juga telah melibatkan anak di bawah umur sebagai pelakunya. Betapa 
sangat disayangkan, bagaimana mungkin seorang anak yang mayoritas 
jusrtu berperedikat sebagai pelajar yang dididik sedemikian rupa di 
sekolah ternyata tega dan terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang 
tidak terpuji. Tindakannya ini selain merusak mental dan masa depan 
pelajar itu sendiri, juga telah membuat malu keluarga, sekolah, 
masyarakat dan bangsa. 
Kita menyadari dan menyepakati bahwa kejahatan pencurian 
bukanlah tindakan yang manusiawi karena tidak didasari oleh akal sehat. 
Akal yang merupakan karunia pemberian Tuhan Yang Maha Esa 
digunakan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. 
Karena kejahatan pencurian merupakan tindakan yang menyimpang baik 
dari segi hukum, agama, dan norma-norma adat maka perbuatan ini 
bukanlah perbuatan yang baik. 
Dalam keadaan demikian maka kehadiran kriminologi sebagai 
salah satu ilmu bantu hukum pidana sangat diperlukan sebagai ilmu 
pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bertujuan memahami gejala-
gejala kejahatan di tengah pergaulan hidup manusia, menggali sebab-
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musabab kejahatan, dan mencari atau menyusun konsep-konsep 
penanggulangan kejahatan seperti upaya mencegah atau mengurangi 
kejahatan yang mungkin akan terjadi. 
Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Kriminologis 
terhadap Kejahatan Pencurian Sepeda Motor yang Dilakukan oleh 
Anak” (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2014-2015) 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis memberikan 
batasan dalam lingkup pencurian kendaraan bermotor roda dua agar 
lebih terarah dalam memaparkan uraian pembahasan, akan 
dirumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah faktor-faktor penyebab anak melakukan pencurian sepeda 
motor di wilayah Kota Makassar? 
2. Bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi 
pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Anak di Kota 
Makassar? 
 
C. Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan 
pencurian sepeda motor di wilayah Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam 
menanggulangi pencurian sepeda motor yang dilakukan 
oleh Anak di Kota Makassar. 
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D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat memberikan masukan 
sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur 
dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan 
dengan kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh 
pelajar. Selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk 
melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi 
perkembangan hukum di Indonesia. 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis, penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang 
kasus-kasus kejahatan yang terjadi dewasa ini dan bagaimana 
upaya penanggulangan sehingga kasus-kasus kejahatan pencurian 
kendaraan sepeda motor yang dilakukan oleh anak bisa dikurangi. 
Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat 
penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan 
kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas kejahatan 
pencurian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang 
pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi. 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
kejahatan, penamaan kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) 
(Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:9) seseorang ahli antropologi 
Prancis mengemukakan bahwa, “Secara harfiah kriminologi terdiri dari 
dua kata yaitu kata “Crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan 
“Logos” yang berarti ilmu pengetahuan,maka kriminologi dapat berarti ilmu 
tentang kejahatan atau penjahat” 
Asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal 
dari penyelidikan C. Lomborso (1876). Bahkan Lomborso menurut Pompe 
dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum 
pidana, disamping Cesare Baccaria. Namun ada pendapat lain yang 
mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan 
justru bukan dari Lomborso melainkan dari Adolhe Quetelet, seorang 
Belgia yang memiliki keahlian dibidang Matematika. Bahkan, dari dialah 
berasal “statistic kriminil” yang kini dipergunakan terutama oleh pihak 
kepolisian di semua negara dalam memberikan deskripsi tentang 
perkembangan kejahatan di negaranya. (Romli Atasasmita,2010;9) 
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Menurut W.M.E, Noach (A. Gumilang,1993:3) bahwa, “Kriminologi 
adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala tingkah laku yang 
tidak senonoh sebab musabab serta akibatnya”. 
Sedangkan menurut W. A. Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjanu 
Zulfa, 2001:9),“Defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”. 
Selanjutnya W. A. Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjanu 
Zulfa,2001:9) telah membagi Kriminologi ini menjadi Kriminologi murni 
yang mencakup: 
1. Antropologi kriminil 
Antropologi kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang manusia 
yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban 
atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya dalam 
tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada 
hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan 
seterusnya. 
2. Sosiologi kriminil  
Sosiologi kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab 
oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab 
kejahatan dalam masyarakat. 
3. Psikologi kriminil 
Psikologi kriminilialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang 
dilihat dari sudut jiwanya. 
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4. Psikopatologi dan neuropatologi kriminil 
Psikopatologi dan neuropatologi kriminil ialah ilmu tentang 
penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. 
5. Penologi 
Penologi ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya 
hukuman. 
Lebih lanjut W. A. Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 
2001:10) mengemukakan kriminologi terapan yaitu : 
1. Higiene kriminil 
Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. 
Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk 
menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan 
kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah 
terjadinya kejahatan. 
2. Politik kriminil 
Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah 
terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan 
kejahatan.bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang 
dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka 
lapangan kerja.Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan saksi. 
3. Kriminalistik (police scientific) 
Ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan 
pengusutan kejahatan. 
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Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:10) 
merumuskan Kriminologi sebagai “Keseluruhan ilmu pengetahuan yang 
bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (the body of 
knowledge regarding crime as a social phenomenon)” 
Lebih lanjut Sutherland (Topo Santoso dan Eva achjani Zulfa, 
2001:11) mengemukakan bahwa Kriminologi mencakup proses-proses 
pembuatan hukum,pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran 
hukum. Kriminologi dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu, yaitu: 
1. Sosiologi hukum 
Kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan 
diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa 
sesuatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum disini 
menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor 
apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khusus hukum 
pidana). 
2. Etiologi kejahatan 
Merupakan cabang ilmu yang mencari sebab musabab dari 
kejahatan. Dalam kriminologi,etiologi kejahatan merupakan 
kajian yang paling utama. 
3. Peonology 
Merupakan usaha ilmu tentang hukuman yang berhubungan 
dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun 
preventif. 
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Kemudian Moeljatno berpendapat bahwa kriminologi adalah untuk 
mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah 
memang karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan 
masyarakat disekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis maupun 
ekonomis. Ataukah ada sebab-sebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu 
diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-
tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian, atau agar 
orang-orang lain tidak akan melakukannya. Karena itulah terutama 
dinegeri-negeri angelsaks, Kriminologi dibagi menjadi tiga bagian 
(Moeljono,2008;14) yaitu : 
1. Criminal biology, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan 
sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun 
rohani. 
2. Criminal sociology, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam 
lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berbeda (dalam 
milieunya). 
3. Criminal policy, yaitu tindakan-tindakan apa yang disekitarnya 
harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian. 
Dari berbagai pengertian yang dikemukakan di atas, secara garis 
besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan 
ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan, untuk memahami sebab-
musabab terjadinya kejahatan, serta mempelajari tentang pelakunya, yaitu 
orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat. Dan juga 
untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Hal 
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ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat 
terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul 
dimasyarakat yang dipandang sebagai perbuatan yang merugikan atau 
membahayakan masyarakat luas. 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
 
Obyek kajian kriminologi terletak pada ruang lingkup kejahatan, 
Pelaku dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Secara 
spesifik, kriminologi mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, 
namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang 
(selanjutnya disingkat uu). 
Rusli Effendi (1986:12) mengemukakan bahwa: 
Ruang lingkup kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang 
objek kajiannya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah 
suatu gejala sosial, maka pada dasarnya kriminologi adalah suatu 
disiplin ilmu yang bersifat faktual. 
 
Kemudian sebagaimana Menurut A.S. Alam, ruang lingkup 
pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok (Alam A.s dan Amir 
Ilyas,1-2) yaitu : 
1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making 
laws). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana 
(process of making laws) meliputi : 
     a. Definisi kejahatan 
b. Unsur-unsur kejahatan 
c. Relativitas pengertian kejahatan 
d. Penggolongan kejahatan 
e. Statistik kejahatan 
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2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (breaking of laws). Sedangkan yang 
dibahas dalam etiologi kriminal (breaking of laws) meliputi: 
     a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi 
b. Teori-teori kriminologi 
c. Berbagai perspektif kriminolog 
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (reacting toward the 
breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan 
kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga 
reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya 
pencegahan kejahatan (criminal prevention). Selanjutnya yang 
dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap 
pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the Breaking 
laws) meliputi : 
     a. Teori-teori penghukuman 
b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik 
berupa tindakan pre-emtif, preventif, represif, dan 
rehabilitatif. 
3. Mazhab-Mazhab Kriminologi 
a. Mazhab Klasik 
Mazhab klasik ini mempunyai dua pemikiran dasar bahwa 
perbuatan manusia dilakukan karena dua hal, yaitu penderitaan dan 
kesenangan. Hal tersebut dikarenakan manuia memiliki free will, 
kemudian dalam bertingkah laku manusia memiliki kemampuan untuk 
memperhitungkan perilakunya berdasarkan Hedonism. Mazhab klasik ini 
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mempunyai asusmi bahwa hukuman dijatuhkan berdasarkan tindakannya 
dan bukan karena kesalahannya. 
b. Mazhab Neo Klasik 
Mazhab neo klasik menginginkan pembaruan dari pikiran mazhab 
klasik, pembaruan ini didasarkan setelah melihat kenyataan bahwa 
pemikiran mazhab klasik setelah dijalankan masih menimbulkan ketidak 
adilan. Setelah Code Penal Perancis diberlakukan secara kaku, maka 
semuanya disamakan, apakah pelaku kejahatan itu adalah anak-anak di 
bawah umur maupun dewasa. Jelas hal tersebut akan mengganggu aspek 
mental dari pelaku anak-anak atau mereka yang beradah dibawa umur. 
Walaupun pemikiran mazhab ini tidak didasarkan pada pemikiran 
ilmiah, namun aaspek-aspek kondisi pelaku dan lingkungannya mulai 
diperhatikan. Inilah yang membuat mazhab neo klasik berbeda dengan 
mazhab klasik. 
c. Mazhab Positivis 
Pandangan dari mazhab positivis dibagi menjadi dua, yaitu : 
a. Determinasi Biologis, berdasarkan pemikiran bahwa perilaku 
manusia sepenuhnya tergantung dari pengaruh Biologis yang 
ada dalam dirinya; dan 
b. Determinasi Kultural, aliran ini didasarkan pada pemikiran 
mereka terhadap pengaruh social, budaya, dan lingkungan 
dimana seseorang hidup 
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d. Mazhab Kritis 
Mazhab Kritis dikena juga dengan istilah Critical Criminology atau 
kriminologi baru. Mazhab ini pada dasarnya meragukan eksistensi hukum 
pidana karena pihak-pihak yang membuat hukum pidana hanyalah 
sekelompok kecil dari anggota masyarakat yang kebetulan memiliki 
kekuasaan untuk membuat dan membentuk hukum pidana tersebut. Jadi 
hal yang dikatakan sebagai kejahatan dalam hukum pidana dapat saja 
dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang bukan tindak pidana atau 
kejahatan. 
 
B. Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
R. Abdoel Djamali mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering 
disebut kejahatan (delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan 
yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat 
dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur 
pidananya. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang diancam 
hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran (R.Abdoel Djamali,2006). 
Menurut Moeljatno, pengertian kejahatan adalah perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman 
atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang 
melanggar larangan tersebut (Andi Hamzah,2009;13). Berkaitan dari 
pendapat di atas, menurut Simons kejahatan adalah perbuatan manusia 
yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang mana dilakukan oleh 
seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada 
pelaku ( C.S.T. Kansil,1994;106). 
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Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa 
kejahatan dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang yang dapat menimbulkan akibat dilakukannya tindakan 
hukuman atau pemberian sanksi terhadap perbuatan tersebut. 
2. Unsur-unsur Kejahatan 
Menurut Howard Becker, seseorang menjadi jahat karena cap yang 
diberikan kepadanya. Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh 
pandangan dari orang lain, apabila dilingkungan sekitarnya orang tersebut 
dianggap sebagai penjahat, maka dengan sendirinya cap tersebut melekat 
pada dirinya, sehingga ia melakukan kejahatan karena cap yang 
menempel kepadanya. 
Contoh : Seorang wanita ditempat prostitusi akibat cap yang 
diberikan kepadanya, padahal wanita tersebut pada dasarnya wanita yang 
baik namun karena cap yang diberikan padanya dan dorongan dari 
temannya sehingga ia terjerumus dalam dunia prostitusi. 
Unsur unsur kejahatan yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan 
sebagai kejahatan sebagai berikut. 
a. Perbuatan  yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. 
b. Harus diatur di dalam kitab UU Hukum Pidana. 
c. harus ada maksud jahat atau niat jahat. 
d. ada peleburan antara perbuatan jahat dan maksud jahat atau 
niat jahat. 
e. harus ada perbauran antara kerugian yang diatur di dalam kitab 
UU hukum Pidana dengan perbuatan. 
f. harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. 
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3. Teori-teori Sebab Terjadinya Kejahatan 
Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan telah dikemukakan oleh 
para kriminolog. Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau 
kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar 
kriminolog dan pakar ilmu hukum. Berikut ini beberapa teori penyebab 
kejahatan antara lain: 
a. Teori lingkungan 
Mazhab ini dipelopori A. lacassagne. Dalam teori sebab-sebab 
terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “ dunia 
lebih bertanggung jawab atas dirinya sendiri” . 
Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan 
bahwa lingkunganlah yang merupakan factor yang mempengaruhi 
seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
tersebut adalah : 
1. Lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan 
kejahatan. 
2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan 
3. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan 
Menurut teori ini seseorang melakukan kejahatan karena 
dipengaruhi factor disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, 
ekonomi, sosial, budaya, serta penemuan teknologi. 
Menurut Trade bahwa orang menjadi jahat disebabkan karena 
pengaruh imitation. Berdasarkan pendapat Trade tersebut seseorang 
melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru kadaan sekelilingnya. 
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b. Teori kontrol social 
Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang 
mengatakan bahwa : 
Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol 
internal yang wajar selama masih anak-anak , hilangnya kontrol 
tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-
norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal 
kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah 
kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak 
mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang 
berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kontrol sosial (eksternal 
kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga sosial 
dalam masyarakat dalam melaksanakan norma-norma atau 
peraturan menjadi efektif. 
 
Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosisal kontrol 
menentukan seseorang dapat  melakukan kejahatan atau tidak, karena 
pada keluarga atau masyarakat yang mempunya sosial kontrol yang 
disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil. 
 Begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak 
mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja terjadi akibatt dari 
tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut. 
c. Teori spritualisme 
Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut 
kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah 
tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu semakin jauhnya sesorang 
dengan agamanya maka semakin besar kemungkinan orang melakukan 
kejahatan dan sebaliknya semakin dekat seseorang dengan agamanya 
maka semakin takut orang tersebut melakukan hal-hal yang menjurus 
kepada kejahatan, sebab orang yang dekat dengan agamanya akan 
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menjauhi kejahatan karena kejahatan adalah hal yang dilarang didalam 
agama dan ketika melakukan hal tersebut akan mendapatkan balasan 
yang setimpal dihari kemudian. 
d. Teori sosialis 
Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. parah tokoh 
ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan engels, yang lebih 
menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut tokoh ajaran ini 
kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak 
seimbang dalam masyarakat. 
Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka untuk melawan 
kejahatan itu haruslah diadakan peningktan dibidang ekonomi. Dengan 
kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial mengurangi 
terjadinya kejahatan. 
e. Teori biososiologis 
Tokoh dari aliran ini adalah A.D. Prins, Van humel, D Simons dan 
lain-lain. Aliran ini sebenarnya perpaduan antara aliran antropologi dan 
aliran sosiologi, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap 
kejahatan itu timbul karena factor individu seperti keadaan psikis dan fisik 
dari si penjahat dan juga karena factor lingkungan. 
Factor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diwariskan dari 
orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, tempramen, 
kesehatan, dan minuman keras. Keadan lingkungan yang mendorong 
seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan 
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klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradapan, keadaan politik suatu 
negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum. 
f. Teori NKK 
Teori NKK merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan 
sebab terjadinya kejahatan didalam masyarakat. Teori ini sering 
dipergunakan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan di 
tengah masyarakat. 
Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya 
niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak 
ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya, 
meskipun ada kesempatan tetapu tidak ada niat maka tidak mungkin pula 
terjdai kejahatan. 
4. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Teori-teori tentang upaya penanggulangan kejahatan telah 
dikemukakan oleh para kriminolog. A.S. Alam, membagi teori-teori 
penanggulangan kejahatan terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu: 
a. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya yang 
dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. 
Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara 
Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nial, serta norma-norma yang baik 
sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. 
Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada 
niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. 
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Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat akan menjadi hilang meskipun ada 
kesempatan. 
b. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindakan lanjut dari 
upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah 
menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Contoh ada 
orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena 
motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan 
demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi 
dalam upaya preventif kesempatan dihilangkan. 
c. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan/kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcemenet) dengan 
menjatuhkan hukuman (Ibid;79-80). 
 
C. Pidana 
1. Pengertian Pidana 
Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat 
diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja 
dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah 
melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia 
membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah 
istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam 
ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah 
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pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan 
hukum pidana. 
Menurut Van Hamel: Pidana adalah suatu penderitaan yang 
bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang 
untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab 
dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata 
karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus 
ditegakkan oleh negara. 
Menurut Simons: Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh 
undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap 
suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi 
seseorang yang bersalah. 
Menurut Sudarto: Pidana adalah penderitaan yang sengaja 
dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi 
syarat-syarat tertentu. 
Menurut Roeslan Saleh: Pidana adalah reaksi atas delik dan ini 
berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada 
pembuat delik itu. 
2. Jenis-jenis Pidana 
Menurut Pasal 10 KUHP ada 2 jenis pidana yaitu pidana pokok dan 
pidana tambahan.  
a. Jenis-jenis Pidana pokok : 
1) Pidana Mati, merupakan sanksi yang terberat diantara jenis pidana  
yang ada juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan 
sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. 
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Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancam dalam 
beberapa pasal tertentu didalam KUHP. 
Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati 
hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat 
saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti : 
a) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara 
b) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu 
dan atau dilakukan dengan factor-faktor pemberat. 
c) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/factor 
yang sangat memberatkan 
d) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai. 
2) Pidana Penjara, merupakan pidana pokok yang berwujud 
pengurungan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun 
demikian, tujuan pidana penjara itutidak hanya memberikan 
pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan 
memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas 
atau dihilangkan kemerdekaan bergeraknya, disamping itu juga 
mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing 
terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat. 
Dalam Pasal 12 KUHP diatur mengenai lamanya ancaman 
atau penjatuhan pidana penjara yaitu : 
a) Hukuman Penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk 
sementara 
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b) Hukuman penjara itu sekurang-kurangnya satu hari dan 
selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut 
c) Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara 
seumur hidup, dan penjara sementara dan dalam hal lima 
belas tahun itu dilampaui sebab hukuman ditambah, 
karena ada gabungan kejahatan atau karena aturan pasal 
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d) Lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh 
lebih dari 20 tahun 
3) Pidana Kurungan, merupakan pidana yang lebih ringan dari pada 
pidana penjara yang diperuntukkan untuk peristiwa-peristiwa 
pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang 
melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah 
diatur dalam buku III KUHP. 
Menurut pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari 
dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu 
tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, atau 
berulang kali melakukan delik. 
Adapun perbedaan-perbedaan pidana penjara dan pidana 
kurungan ialah : 
a) Pidana penjara dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan 
culpa, pidana penjara dijatuhkan untuk kejahatan-
kejahatan dolus dan culpa 
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b) Pidana kurungan ada dua macam yaitu pidana principal 
dan subsidair (pengganti denda), pada pidana penjara 
tidak mengenal hal ini. 
c) Pidana bersyarat tidak terdapat dalam pidana kurungan 
d) Perbedaan berat ringan pemidaan 
e) Perbedaan berat ringannya pekerjaan yang dilakukan 
terpidana 
f) Orang yang dipidana kurungan mempunyai hak pistole, 
hak memperbaiki keadaannya dalam lembaga 
permasyarakatan atas biaya sendiri yang pada pidana 
penjara ini tidak ada. 
4) Pidana Denda adalah pidana yang berupa jumlah harta benda yang 
jumlah ancaman pidananya pada  umumnya relatif ringan yang 
mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternative dari pidana 
penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana pidana 
denda sedikit sekali, seperti dalam buku II KUHP hanya terdapat 
satu delik yaitu pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran 
pada buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang 
pelanggaran. 
Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar 
harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) 
lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal 6 bulan, menurut 
pasal 30 ayat (4) KUHP. 
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5) Pidana tutupan, pidana tutupan adalah  merupakan jenis pidana 
yang baru dimasukkan dalam KUHP yang diatur dalam undang-
undang nomor 20 tahun 1946 dan menempati urutan kelima pada 
jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah ada Pasal 10 huruf a 
KUHP 
b. Pidana Tambahan adalah : 
1) Pidana pencabutan Hak-hak tertentu, pencabutan hak tertentu ini 
sifatnya sementara kecuali memang terpidana dijatuhi pidana 
penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan 
sebagai upaya mendegradasikan martabat seseorang warga 
negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan 
orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati, dengan 
meniadakan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut 
hukum public karena orang tersebut telah melakukan kejahatan. 
2) Pidana perampasan barang-barang tertentu, pidana ini merupakan 
pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabuk milik 
hak atas sesuatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan 
barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnakan atau dijual 
untuk negara 
3) Pidana pengumuman putusan Hakim, sebenarnya semua putusan 
hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 
tetapi sebagai hukuma dengan tambahan putusan itu dengan 
istimewa disiarkan sejelas-jelasnya  dengan cara yang ditentukan 
oleh hakim, misalnya melalui surat kabar, radio, televisi, 
 29 
ditempelkan ditempat umum sebagai plakat dan sebagainya, 
semuanya ini ongkos terhukum yang dapat dipandang sebagai 
suatu pengecualian bahwa semua biaya penyelenggaran 
ditanggung oleh negara. 
3. Pemidanaan pada Anak 
Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak , yang dimaksud dengan anak nakal adalah :  
Anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan 
perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-
undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku 
dalam masyarakat yang bersangkutan. 
Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus 
berhadapan dengan hukum, yaitu: 
1. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila 
dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, 
seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah. 
2. Juvenile Deliquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila 
dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran 
hukum. 
Dalam hal pemidanaan anak ada batasan usia minimal dan 
maksimal anak tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Batas usia anak 
adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak 
dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia 
dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat 
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bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan 
tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu. 
Di Indonesia sendiri sejak dibentuk Undang-Undang tentang 
Pengadilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, 
memberikan batasan yang tegas tentang batas usia pemidanaan anak di 
Indonesia. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa : 
Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah 
sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun 
dan belum pernah kawin. 
 
Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dapat diajukan ke sidang 
pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 
tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang 
anak. 
Namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi melalui 
Keputusannya Nomor 1/PUU-VIII/2010 (LNRI Tahun 2012 No. 153) 
menyatakan frase 8 tahun dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan 
Pasal 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 bertentangan dengan UUD 1945 
serta menilai untuk melindungi hak konstitusional anak, perlu menetapkan 
batas umur bagi anak yaitu batas minimal usia anak yang bisa dimintai 
pertanggungjawaban hukum adalah 12 (dua belas) tahun karena secara 
relatif sudah memiliki kecerdasan, emosional, mental dan intelektual yang 
stabil. 
Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau 
tindakan. pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan, Pasal 23 
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ayat (1) dan ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang pidana 
pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal, yaitu: 
1. Pidana Pokok merupakan pidana utama yang dapat dijatuhkan 
kepada anak nakal. Beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan 
kepada anak nakal, yaitu : 
a. Pidana penjara; 
b. Pidana kurungan; 
c. Pidana denda, atau; 
d. Pidana pengawasan, 
2. Pidana Tambahan adalah pidana yang dapat dijatuhkan sebagai 
tambahan dari pidana pokok yang diterimanya. Selain pidana pokok   
anak nakal dapat pula dijatuhkan pidana tambahan, berupa: 
Perampasan barang-barang tertentu, dan/atau pembayaran ganti 
rugi. Tindakan pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang 
bertujuan untuk membina dan memberikan pengajaran kepada 
anak nakal. Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak 
nakal berdasarkan Pasal 24 UU Pengadilan Anak adalah : 
b.  Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; 
c. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan, dan latihan kerja, atau, 
d. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial 
kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, 
pembinaan, dan latihan kerja.  
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e. Mekanisme penjatuhan pidana berupa pidana pokok dan pidana 
tambahan ataupun tindakan.  
Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak diatur sebagai berikut:  
1. Pidana penjara yang dijatuhkan paling lama ½ (satu perdua) 
dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa; 
2. Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara 
yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 
(sepuluh) tahun. 
3. Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas) tahun 
melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau 
penjara seumur hidup, maka hanya dapat dijatuhkan tindakan 
berupa menyerahkan kepada negara untuk mengikuti 
pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. 
4. Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas) tahun 
melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana penjara 
seumur hidup maka dijatuhkan salah satu tindakan.  
 
Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak, dijelaskan bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada 
anak yang melakukan tindak pidana, paling lama haruslah ½ dari 
maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.  
Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak juga mengatur mengenai penjatuhan pidana 
denda bagi anak di mana pidana yang dijatuhkan paling banyak ½ dari 
maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa dan apabila pidana 
denda tidak mampu dibayar oleh anak tersebut maka diganti dengan wajib 
latihan kerja.  
Mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan 
bagi anak diatur melalui peraturan pemerintah. Pidana pengawasan bagi 
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anak berdasarkan ketentuan.Tenggang waktu pidana pengwasan pada 
anak ialah paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. 
Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari hari 
di rumah anak tersebut dilakukan oleh jaksa; sedangkan pemberian 
bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.  
Ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan anak dilakukan 
berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak. Prinsip penerapan sanksi pidana bagi anak nakal pada dasarnya 
dirangkum berdasarkan kriteria di bawah ini:  
1. Batas umur anak nakal yang boleh diajukan ke persidangan anak 
adalah minimal 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan belum 
pernah kawin (Pasal 4 ayat (1). Jadi, selain penggolongan di atas, 
maka persidangan diajukan ke persidangan dewasa. 
2. Pidana dan tindakan yang dijatuhkan berdasarkan Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Pasal 22) 
3. Termasuk pula ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada 
anak nakal, antara lain :  
a. Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak harus lah paling 
lama ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang 
dewasa berdasarkan Pasal 26 ayat (1). 
b. Apabila diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka 
bagi anak diganti dengan ancaman pidana penjara yang dapat 
dijatuhkan paling lama 10 tahun berdasarkan Pasal 26 ayat (2). 
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c. Apabila belum mencapai 12 tahun, melakukan tindak pidana 
dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup, maka 
anak nakal dapat diberikan sanksi tindakan berupa anak 
tersebut diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan, dan latihan kerja berdasarkan Pasal 26 ayat (3) jo 
Pasal 24 ayat (1) huruf b . 
d. Apabila usia anak nakal belum mencapai umur 12 tahun 
melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana 
mati atau penjara seumur hidup, maka anak nakal tersebut 
dijatuhi salah satu tindakan saja berdasarkan Pasal 26 ayat (4) 
jo Pasal 24 . 
e. Mengenai pidana kurungan terhadap anak hanya dapat 
dijatuhkan paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana 
kurungan bagi orang dewasa berdasarkan Pasal 27. 
f. Pidana denda yang diberikan kepada anak haruslah paling 
banyak ½ dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang 
dewasa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) . 
g. Apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh anak tersebut, 
maka dapat diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 
hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih 4 jam sehari serta 
tidak dilakukan pada malam hari berdasarkan Pasal 28 ayat (2) 
dan (3). 
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h. Selanjutnya mengenai pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh 
hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 
(dua) tahun berdasarkan Pasal 29 ayat (1), dan 
i. Sanksi terakhir yaitu pidana pengawasan yang dijatuhkan paling 
singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun di bawah pengawasan 
jaksa dan pembimbing kemasyarakatan berdasarkan Pasal 30. 
 
D. Pencurian 
Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 
362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi : 
“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 
menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum 
karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman 
penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggitingginya 
enam puluh rupiah”. 
 
Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa 
kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal 
dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah 
perbuatan yang diartikan “mengambil”. 
Menerjemahkan perkataan “zich toeeigenen” dengan “menguasai”, 
oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat 
memahami, bahwa “zich toeeigenen” itu mempunyai pengertian yang 
sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang 
banyak dipakai di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa 
perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “zich 
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toeeigenen” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana tersebut di atas ( P.A.F. Lamintang,1990;49). 
1. Unsur-Unsur Pencurian 
Pengertian unsur kejahatan dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu 
pengertian unsur kejahatan dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur 
dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur kejahatan dalam arti sempit 
terdapat pada kejahatan pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat 
dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur kejahatan dalam arti 
luas terdapat pada kejahatan pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-
unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Apabila kita perhatikan 
rumusan kejahatan yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara 
unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif (Sudarto,1990;89). 
a. Yang disebut unsur obyektif ialah : 
(1) Perbuatan manusia 
Pada umumnya kejahatan yang diatur di dalam perundang-
undangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur objektif. 
Namun demikian adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak 
saja pada unsur objektif tetapi juga pada unsur subjektif yang terletak 
pada batin pelaku. Bentuk suatu kejahatan dengan unsur objektif antara 
lain terdapat pada kejahatan yang berbentuk kelakuan. Maka akibat yang 
terjadi dari perbuatan tidak penting artinya. Dari rentetan akibat yang 
timbul dari kelakuan tidak ada yang menjadi inti kejahatan, kecuali yang 
telah dirumuskan dalam istilah yang telah dipakai untuk merumuskan 
kelakuan tersebut. Misalnya kelakuan dalam kejahatan “pencurian” yang 
diatur dalam Pasal 362 KUHP, dirumuskan dengan istilah “mengambil 
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barang” yang merupakan inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari 
kelakuan; yang kecurian menjadi miskin atau yang kecurian uang tidak 
dapat belanja, hal itu tidak termasuk dalam rumusan kejahatan pencurian. 
(2) Delik materiil 
Delik materiil dimana dalam perumusannya kejahatan hanya 
disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang. Apabila kita 
jumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak 
dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu, kita harus 
menggunakan ajaran “hubungan kausal”, untuk manggambarkan 
bagaimana bentuk kelakuan yang menurut logika dapat menimbulkan 
akibat yang dilarang itu. Dengan begitu baru dapat diketahui perbuatan 
materiil dari kejahatan yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang. 
Tanpa diketahui siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu, tidak 
dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan dengan 
akibat yang dilarang tersebut. 
(3) Delik formil 
Delik formil ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah 
dilakukan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam delik formil hubungan 
kausal mungkin diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan 
dalam delik materiil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik 
materiil tidak dirumuskan perbuatan yang dilarang sedang akibatnya yang 
dirumuskan secara jelas, berbeda dengan delik formil yang dilarang 
dengan tegas adalah perbuatannya. 
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b. Yang disebut unsur subyektif ialah : 
(1) Dilakukan dengan kesalahan Delik yang mengandung unsur 
memberatkan pidana, apabila pelaku pencurian itu dengan 
keadaan yang memberatkan seperti yang tertera pada Pasal 365 
ayat, 2, 3 dan 4 KUHP. Maka pelaku pencurian ini dapat dikenakan 
pencabutan hak seperti yang tertera dalam Pasal 336 KUHP yang 
berbunyi : 
“Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yanmg 
diterangkan dalam Pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan 
pencabutan hak tersebut dalam Pasal 345 no 1-4”. 
 
(2) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab tentang adanya 
unsur-unsur pada kejahatan apabila: Perbuatan manusia, diancam 
dengan pidana, melawan hukum, dilakukan, dengan kesalahan, 
oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Pengertian 
kemampuan bertanggung jawab, banyak yang telah 
mengemukakan pendapat antara lain: Simons berpendapat bahwa: 
“Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu 
keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu 
upaya suatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun 
dari orangnya”. Selain itu, Simons juga mengatakan bahwa 
seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu 
apabila : (a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa 
perbuatannya bertentangan dengan hukum, (b) Ia dapat 
menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. 
KUHP tidak memuat perumusan kapan seseorang mampu 
bertanggung jawab. Di dalam buku I bab III Pasal 44 berbunyi : 
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“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam 
tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit tidak dapat 
dipidana” 
 
Dari Pasal 44 KUHP tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa 
ada 2 hal yang menjadi penentuan keadaan jiwa si pembuat yaitu: (a) 
Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Pemeriksaan keadaan 
pribadi si pembuat yang berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat 
pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, yang dilakukan oleh 
seorang dokter penyakit jiwa, (b) Adanya penentuan hubungan kausal 
antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya. Adapun yang 
menetapkan adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian 
itu dengan perbuatan tersangka adalah Hakim. 
Kedua hal tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai 
dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggung jawabkannya 
si pembuat adalah deskriptif normatif. Deskriptif karena keadaan jiwa 
digambarkan apa adanya oleh psikiater, dan normatif karena hakimlah 
yang menilai, bardasarkan hasil pemeriksaan, sehingga dapat 
menyimpulkan mampu dan tidak mampunyai tersangka untuk 
bertanggung jawab atas perbuatannya. 
Maka kesimpulannya meskipun orang telah melakukan kejahatan, 
tetapi menurut bunyi buku ke II KUHP tersebut masih harus ditentukan 
bahwa perbuatan itu dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Suatu 
perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah 
dinyatakan salah. Dapat diartikan salah apabila kejahatan tersebut dalam 
hal apa dilakukan ternyata perbuatan itu dipengaruhi oleh ikhwal pada diri 
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pelaku, artinya meskipun ia sudah melanggar larangan suatu aturan 
hukum pengenaan pidana dapat dihapuskan apabila perbuatan itu diatur 
dalam pasal; Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49 ayat 1 dan 2, Pasal 
50, Pasal 51 KUHP. 
Rumusan kejahatan yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam 
buku II adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk 
perbuatan kejahatan apa yang dilarang. Untuk menentukan rumusan 
tersebut perlu menentukan unsur-unsur atau syarat yang terdapat dalam 
rumusan kejahatan itu, misalnya: Kejahatan pencurian Pasal 362 KUHP. 
Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHP yang 
berbunyi : 
“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 
secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 
Sembilan ratus rupiah ” 
 
Apabila rumusan pasal kejahatan tidak mungkin ditentukan unsur-
unsurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada 
ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Untuk itu dalam menentukan 
kejahatan yang digunakan, selain unsur-unsur kejahatan yang dilarang 
juga ditentuka kualifikasi hakikat dari kejahatan tersebut. Misalnya 
seorang pencuri tidak segera menjual hasil curian, tetapi menunggu waktu 
dengan hasrat mendapat untung. Rumusan tersebut memenuhi unsur 
penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 KUHP namun karena 
kualifikasi kejahatan sebagai pencuri maka ia tetap malanggar Pasal 362 
KUHP bukan sebagai penadah. 
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Pompe, dengan tegas berpendapat; “Seorang pencuri yang tidak 
segera menjual hasil curiannya dengan hasrat mendapat untung, maka 
perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan penadah, sebab perbuatan itu 
tidak dapat dimasukkan kualifikasi penadah”. Sehingga didalam 
pemberian pidana yang diperbuat pidananya haruslah dengan melihat 
beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan penjatuhan pidananya 
yang mana dimulai dari pembuktian, sistem pembuktian, jenis pidana dan 
tujuan pemidanaan serta kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. 
Kesemuannya yang diuraikan di atas saling terkait dan merupakan 
suatu sistem dalam proses untuk tercapainya rasa keadilan dan kepastian 
hukum, di dalam wilayah Hukum Negara Indonesia. Dapat diterapkannya 
pemberatan pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam KUHP, 
maka diperlukan hal-hal tersebut di atas guna menentukan pasal-pasal 
mana yang seharusnya diterapkan. 
2. Jenis-Jenis Pencurian 
Jenis – jenis pencurian terbagi menjadi lima yaitu : 
a. Pencurian Dalam Bentuk Pokok 
Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 
362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi : 
“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 
menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum 
karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman 
penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggitingginya 
enam puluh rupiah”. 
 
Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa 
kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal 
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dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah 
perbuatan yang diartikan “mengambil”. 
b. Kejahatan Pencurian dengan Unsur–Unsur yang Memberatkan 
Kejahatan pencurian dengan unsur–unsur yang memberatkan 
ataupun yang ada di dalam doktrin juga sering disebut gequalificeerde 
distal atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang 
telah diatur dalam pasal 363 KUHPidana yang berbunyi : 
1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun: 
(1) pencurian ternak 
(2) pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, 
ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, 
letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, 
kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau 
bahaya perang. 
(3) pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman 
atau di atas sebuah pekarangan tertutupyang di atasnya 
terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan 
olehseseorang yang berada di sanatanpa sepengetahuan 
atau bertentangan dengan keinginan orang berhak. 
(4) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama. 
(5) pencurian dimana orang yang bersalah dalam 
mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau 
untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah 
melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan 
atau memakai kunci-palsu, suatu perintah palsu atau 
seragam palsu. 
(6) Kejahatan Pencurian Dalam Bentuk Pokok 
2) Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan 
salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam angka 4 
dan angka 5, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya 
sembilan tahun. 
 
Kata pencurian di dalam rumusan kejahatan pencurian dengan 
kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP di atas mempunyai 
arti sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok 
dan dengan demikian juga mempunyai unsur-unsur yang sama. 
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c. Kejahatan Pencurian Ringan 
Yang oleh undang-undang telah diberikan kualifikasi sebagai 
pencurian ringan atau lichte diefstal, oleh pembentuk undang-undang 
telah diatur dalam Pasal 364 KUHPidana yang berbunyi: 
“Kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 
angka 4, demikian halnhya yang dirumuskan dalam Pasal 363 
angka 5, jika tidak dilakukan di dalam tempat kediaman atau di atas 
sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah 
tempat kediaman, jika nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari 
dua ratus lima puluh rupiah, sebagai pencurian ringan dipidana 
dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan 
pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.” 
 
Tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih 
dari dua puluh lima rupiah, tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang No. 16 tahun 1960 tentang Beberapa 
Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah 
menjadi dua ratus lima puluh rupiah. 
d. Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan 
Kejahatan pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk 
undang-undang telah diatur dalam pasal 365 KUHPidana yang berbunyi 
sebagai berikut: 
a) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan 
tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan 
kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-
orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan 
atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk 
memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam 
kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu 
juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang 
telah dicuri. 
b)  Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun: 
(1) jika kejahatan itu dilakukan pada malam hari di dalam 
sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan 
tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, 
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atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem 
yang bergerak. 
(2) jika kejahatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih 
secara bersama-sama. 
(3) jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan, 
orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau 
pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu 
perintah palsu atau suatu seragam palsu. 
(4) jika kejahatan itu telah mengakibatkan luka berat pada 
tubuh. 
c)   Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, 
jika kejahatan itu telah mengakibatkan matinya orang. 
d) Dijatuhkan pidana atau pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, 
jika kejahatan itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau 
matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
secara bersama dan disertai dengan salah satu keadaan yang 
disebutkan dalam angka 1 dan angka 3. 
 
Kejahatan pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana juga 
merupakan gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan 
kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang 
memberatkan. 
Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana 
sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang 
terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan 
terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu samenloop dari 
kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap 
orang. 
e. Kejahatan Pencurian dalam Keluarga 
Kejahatan pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUH 
Pidana yang berbunyi: 
(1)  Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu 
kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab ini ialah seseorang 
suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat 
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tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap 
siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat dilakukan 
penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang 
melakukan kejahatan tersebut, 
(2) Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai meja 
makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau 
merupakan saudara sedarah atau karena perkawinan baik 
dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai 
derajat kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu telah 
dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat 
dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang, 
terhadap siapa telah dilakukan kejahatan. 
(3) Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak 
itu dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah, maka 
ketentuan dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku bagi 
orang lain tersebut. 
 
Lembaga-lembaga scheiding van tafel en bed atau bercerai meja 
makan da tempat tidur dan scheiding van geoderen atau bercerai harta 
kekayaan merupakan lembaga-lembaga yang diatur dalam Burgerlijk 
Wetboek, dan dengan sendirinya juga hanya berlaku bagi mereka yang 
menundukkan diri pada Burgerlijk Wetboek tersebut. 
Bagi mayoritas warga negara Indonesia yang menganut Agama 
Islam dan menikah menurut Hukum Islam hanya dikenal lembaga talak, 
sehingga untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 
Pasal 367 KUHPidana bagi mereka, kata-kata bercerai meja makan dan 
tempat tidur dan bercerai harta kekayaan itu harus dibaca sebagai 
bercerai dalam pengertian talak tanpa perlu memperhatikan apakah talak 
tersebut merupakan talak pertama, talak kedua, atau talak ketiga. 
Bagi sebagian lagi penduduk Indonesia yang biasa melangsungkan 
perkawinan mereka menurut adat mereka, yang disebut perkawinan itu 
menurut hukum yang berlaku hanya merupakan lembaga hidup bersama 
tanpa nikah, sehingga ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 367 
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KUHPidana tidak berlaku bagi mereka, yakni karena lembaga hidup 
bersama tanpa nikah itu tidak dikenal lembaga cerai melainkan hanya 
berpisah. 
 
E. Anak  
1. Pengertian Anak 
Untuk mengetahui pengertian anak, dapat diperoleh dari beberapa 
ketentuan yang berkaitan dengan anak itu sendiri, yaitu : 
a. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak, berbunyi “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan”. 
b. Pasal 330 KUH Pidana berbunyi “Yang belum dewasa adalah 
mereka yang belum genap mencapai 21 tahun, dan tidak lebih 
dahulu kawin. Apabila kerkawinan itu dibubarkan sebelum umur 
mereka 21 tahun, maka mereka tidak dalam kedudukan belum 
dewasa”. 
c. Pasal 45 KUH Pidana berbunyi “anak yang belum dewasa apabila 
belum berumur 16 tahun” namun ditiadakan dengan berlakunya 
Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
d. Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 
Anak, “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah 
mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Namun, diubah 
pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 yaitu 
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umur anak yang dapat diproses adalah umur 12 (dua belas) tahun 
sampai dengan sebelum umur 18 (delapan belas) tahun. 
e. Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, terdapat pada Pasal 1 (satu) Ayat 2 (dua) 
sampai Ayat 5 (lima) yaitu: 
1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang 
berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban kejahatan, 
dan anak yang menjadi saksi kejahatan. 
2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut 
Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 
melakukan kejahatan. 
3) Anak yang Menjadi Korban Kejahatan yang selanjutnya disebut 
Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, 
dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kejahatan. 
4) Anak yang Menjadi Saksi Kejahatan yang selanjutnya disebut 
Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, 
dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 
 
f. Menurut Kartini Kartono (1981 : 187) bahwa “keadaan manusia 
normal masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya 
serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terpengaruh 
lingkungannya”. 
g. Menurut Romli Atmasasmita 1998 : 25) bahwa “seseorang yang 
masih dibawah usia (umur) dan belum dewasa serta belum kawin”. 
h. Undang-undang No. 12 Tahun 1948 Pasal 1 ayat (1) berbunyi 
“orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah”. 
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i. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 
berbunyi “Seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 
satu) tahun dan belum kawin”. 
j. Hukum Islam. 
Menurut Sukiman Rasyid (1983 : 320) bahwa yang dimaksud 
dengan anak adalah mereka yang belum akil baliq. Hanya saja 
untuk melihat akan tersebut telah baliq atau belum, maka dapat 
dipedomani sebagai berikut : 
1) Untuk laki-laki telah bermimpi melakukan persetubuhan dengan 
lawan jenisnya; 
2) Untuk wanita, telah haid. 
k. Hukum Adat 
Dalam hukum adat tidak ditemukan ketentuan yang dengan tegas 
menetapkan batas umur kedewasaan, hal ini disebabkan hukum 
adat Indonesia sifatnya tidak tertulis. Menurut Subekti (1991 : 43) 
dalam hukum adat Indonesia kedewasaan adalah : 
1) Dapat bekerja sendiri; 
2) Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat; 
3) Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri; 
4) Telah menikah; 
5) Berusia 21 (dua puluh satu) tahun. 
Sedangkan menurut Subekti (1991 : 44) bahwa anak dibawah umur 
atau belum dewasa apabila memenuhi kriteria-kriteria dibawah ini : 
1. Belum berumur 16 (enam belas) tahun; 
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2. Belum kawin, apabila telah kawin sebelum umur 16 (enam belas) 
tahun, berarti ia telah dewasa dan apabila perkawinannya bubar 
sebelum ia berumur 18 (delapan belas) tahun, maka ia tidak 
kembali seperti semula, tetapi dianggap telah dewasa; 
3. Belum dapat hidup sendiri atau masih ikut orang tuanya. 
Diantara sekian banyak pengertian anak yang telah dikemukakan, 
maka dalam tulisan ini pengertian anak yang digunakan adalah pengertian 
anak menurut Undang-undang Peradilan pada anak yaitu, Anak adalah 
orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 12 (dua 
belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan 
belum pernah kawin. 
Menurut uraian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa, anak 
adalah mereka yang masih muda usianya yang memiliki kelabilan jiwa dan 
masih sedang menentukan identitasnya sehingga berakibat mudah 
terpengaruh lingkugan sekitarnya. 
2. Hak-Hak Anak 
Dalam konvensi PBB tentang hak anak yang tekah disahkan 
melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 
Tentang Pengesahan Convention Of The Right Of The Child menyebutkan 
butir-butir tentang hak-hak anak (Gatot Supramono, 2007 : 241-245), 
yaitu: 
1. Memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman 
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk 
kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan 
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3. Tugas Negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan 
kewajiban orang tua, keluarga 
4. Negara mengakui hak hidup anak, nama serta kewajiban 
Negara menjamin perkembanagan dan lelangsungan hidup 
anak 
5. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk 
mengetahui dan diasuh orang tuanya 
6. Hak untuk memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan 
hubungan keluarga 
7. Hak anak untuk tinggal bersama orang tua 
8. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan 
9. Kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama 
10. Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat 
11. Memperoleh informasi dan aneka sumber yang di perlukan 
12. Orang tua bertanggung jawab membesarkan dan membina 
anak, Negara mengambil langkah membantu orang tua yang 
bekerja agar anak mendapat perawatan dan fasilitas 
13. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, 
penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah 
(eksplitasi) serta penayalahgunaan seksual 
14. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan 
(kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan 
yang tidak sah) 
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15. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orangtua menjadi 
kewajiban Negara 
16. Perlindungan pada anak yang berstatus pengungsi 
17. Hak perawatan khusus bagi anak cacat 
18. Memperoleh pelayanan kesehatan 
19. Hak memperoleh jaminan sosial (asuransi sosial) 
20. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, 
mental dan social 
21. Hak anak atas pendidikan 
22. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk 
terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya 
23. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi 
24. Perlindungan dari obat terlarang 
25. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual 
26. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau 
perdagangan anak 
27. Melindungi anak terhadap segala bentuk eksploitasi terhadap 
segala aspek kesejahteraan anak 
28. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi 
29. Hukum Acara Peradilan Anak 
30. Hak memperoleh bantuan hukum baik dalam atau di luar 
pengadilan 
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Lebih lanjut dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang 
Kesejahteraan Anak Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 (Gatot Supramono, 
2007 : 7-8) mengatur pula hak-hak anak yang meliputi : 
1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan 
bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya 
maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang 
dengan wajar 
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan 
kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan 
kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga 
Negara yang baik dan berguna 
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa 
dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan 
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang 
dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan 
perkembangannya dengan wajar 
5. Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-
tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan 
6. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh 
asuhan dari Negara atau orang atau badan 
7. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar 
dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang 
dengan wajar 
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8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan 
asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan 
yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya 
9. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah 
dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum 
berdasarkan keputusan hakim 
10. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk 
mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas 
kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan. 
11. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan 
kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-
bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan 
social. 
 
F. Sepeda Motor 
1. Pengertian Sepeda Motor 
Sepeda motor merupakan alat transportasi yang penggunaannya 
tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, 
terutama pada UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. 
Sepeda motor menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 butir (20) adalah : 
“Kendaran bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah 
dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor 
beroda tiga tanpa rumah-rumah” 
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Menurut Vittore Cossalter (Motorcycle Dtnamics, 2006. 
Sebagaimana dikutip oleh Wikipedia) sepeda motor adalah kendaraan 
beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda 
sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil 
disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan pada kecepatan rendah, 
kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada 
pengaturan setang oleh pengendara. Penggunaan sepeda motor di 
Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, terjangkau 
untuk sebagian besar kalangan dan penggunaan bahan bakarnya serta 
serta biaya operasionalnya cukup hemat. 
2. Sejarah Sepeda Motor 
Sepeda motor merupakan pengembangan dari sepeda 
konvensional yang lebih dahulu ditemukan. Pada tahun 1868, Michaux ex 
Cie, suatu perusahaan pertama di dunia yang memproduksi sepeda 
dalam skala besar, mulai mengembangkan mesin uap sebagai tenaga 
penggerak sepeda. Namun usaha tersebut masih belum berhasil dan 
kemudian dilanjutkan oleh Edward Butler, seorang penemu asal Inggris. 
Butler membuat kendaraan roda tiga dengan suatu motor melalui 
pembakaran dalam. Sejak penemuan tersebut, semakin banyak dilakukan 
percobaan untuk membuat motor dan mobil. Salah satunya dilakukan oleh 
Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach dari Jerman. 
Kedua penemu tersebut bertemu ketika bekerja bersama di Deutz-
AG-Gasmotorenfabrik, produsen mesin stasioner terbesar pada tahun 
1872. Pemilik Deutz-AG-Gasmotorenfabrik yang bernama Nikolaus Otto 
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berhasil membua mesin empat langkah atau yang disebut juga mesin 
empat tak dan penemuan tersebut dipatenkan pada tahun 1877. 
Walaupun mesin empat tak tersebut masih terlalu sederhana dan kurang 
efisien, namun mesin tersebut diharapkan dapat menggantikan mesin 
uap. Pada tahun 1880, Daimler dan Maybach dipecat dari perusahaan 
tersebut dan keduanya mendirikan sebuah bengkel di Suttgart. Pada 
tahun 1885, keduanya menciptakan karburator untuk mencampur bensin 
dan udara sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar mesin empat 
tak ciptaan Otto. Mereka mengembangkan mesin empat tak tersebut 
menjadi silinder 100 cc dan meletakkan mesin tersebut pada sebuah 
sepeda kayu. Sepeda kayu bermesin tersebut disebut sebagai Reitwagen 
("riding car") dan menjadi sepeda motor pertama di dunia. (Penciptaan 
Sepeda Motor: Dari Sepeda Hingga Mesin Empat Tak; Media Kawasan; 
Edisi November 2013. Hal. 78-80) 
3. Jenis-jenis Sepeda Motor 
1) Sepeda Motor Sport  
Adalah tipe sepeda motor yang dikhususkan untuk penggunaan 
balap dan kecepatan tinggi. Pengemudi yang mengemudikan sepeda 
motor berjenis sport ini relatif membungkuk ke depan dan posisi kaki yang 
sedikit ke belakang, posisi tersebut digunakan pada sepeda motor seperti 
ini agar tekananan angin dari arah depan yang berlawanan tidak 
menghantam tubuh pengendara yang membuat sepeda motor ini bisa 
melaju dengan kecepatan tinggi. Bodi sepeda motor seperti ini juga 
memiliki jarak yang dekat dengan tanah yang menyebabkan sepeda motor 
ini rendah, hal ini dikarenakan untuk menambah unsur aerodinamis 
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sepeda motor pada kecepatan tinggi di sirkuit. Contoh sepeda motor tipe 
ini yaitu: Honda CBR 250, Honda CBR 150, Kawasaki Ninja, dll. 
2) Sepeda Motor Road Bike Sport/Standard 
Adalah tipe sepeda motor berkopling dan memiliki jarak bodi dari 
tanah yang tinggi, sepeda motor tipe ini merupakan sepeda motor yang 
tidak digunakan untuk ajang balap/kecepatan tinggi namun desain bodi 
dan performa mesin yang lebih bertenaga dan kuat. Tipe sepeda motor ini 
digunakan dalam keperluan sehari-hari dan dapat dikendarai pada medan 
berbatu/berkerikil namun tidak off-road secara penuh. Contoh sepeda 
motor tipe ini yaitu: Honda Tiger, Honda MegaPro, Honda Verza 150, 
Bajaj XCD, Suzuki Thunder, Yamaha SZ-X, Honda CB Trigger, Honda 
Win, dll 
3) Sepeda Motor Cruiser 
Adalah tipe sepeda motor yang memiliki torsi mesin yang besar dan 
mempunyai kemampuan menarik beban besar. Biasanya motor jenis ini 
identik dengan mesin 2 silinder, riding position yang santai dan bergaya 
Chopper. Posisi tangan pengendara lebih tinggi daripada posisi duduk dan 
posisi kaki yang selonjor ke depan. Contoh sepeda motor ini adalah 
produk pabrikan Harley Davidson dan Bajaj Avenger. 
4) Sepeda Motor Trail/Off-Road 
Adalah tipe sepeda motor yang dikhususkan untuk melibas medan 
berat. Misalnya medan berbatu dan berlumpur. Sepeda Motor jenis ini 
mempunyai ciri kontur ban kasar, menyerupai pacul/bergerigi kotak-kotak. 
Motor jenis ini mempunyai torsi besar dan tahan banting. Jarak bodi dari 
tanah relatif tinggi. Sepeda Motor jenis ini tidak mengejar top speed, 
namun akselerasi. Sepeda Motor jenis ini memiliki jenis suspensi yang 
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lebih daripada motor lain karena penggunaannya di medan berat. Contoh 
sepeda motor tipe ini yaitu: Suzuki DR Z400S dual sport 400 cc, Kawasaki 
KLX 150, Honda CRF450X, dll 
5) Sepeda Motor Moped/Bebek/Cub 
Adalah tipe sepeda motor manual tanpa kopling yang memiliki 
Kapasitas Silinder (CC) kecil. Tipe sepeda motor ini yaitu model bodi yang 
bercorak dari jok pengendara ke bawah kemudian naik ke stang kemudi. 
Posisi pengendara untuk sepeda motor ini tegak. Contoh sepeda motor 
tipe ini yaitu: Honda Supra X 125, Honda Revo, Honda Blade, Honda 
Astrea, Yamaha Jupiter, Honda Sonic 150R dll 
6) Sepeda Motor Skuter Matik 
Adalah tipe sepeda motor otomatis yang tidak menggunakan 
operan gigi manual dan hanya cukup dengan satu akselerasi, sepeda 
motor ini memiliki kapasitas silinder (CC) kecil dan posisi pengemudi yang 
tegak, ukuran sepeda motor ini lebih kecil dan ringan daripada tipe bebek. 
Sepeda motor ini memiliki ruang kosong di antara kemudi dan pengendara 
yang memungkinkan untuk kaki bisa diletakan di tempat tersebut. Sepeda 
motor ini sangat cocok untuk wanita dan ini digunakan untuk keperluan 
dalam kota/wilayah. Sepeda motor tipe ini memiliki dimensi ukuran ban 
dan roda yang cukup kecil. Contoh sepeda motor tipe ini yaitu: Honda 
Beat, Honda Vario, Honda Scoopy, Honda Spacy Helm-in, Vespa Piaggio, 
Yamaha Mio, dll. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu wilayah atau 
tempat dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat 
atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah Kawasan 
Kota Makassar 
Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana 
penelitian ini, penulis menetapkan lokasi penelitian pada instansi terkait 
yaitu: Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan Lembaga 
Permasyarakatan kelas I Kota Makassar. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang terkumpul dipilih dan dikelompokan berdasarkan 
permasalahan. Adapun data yang dikumpulkan dibagi atas dua, yaitu data 
primer dan data sekunder. 
a. Data Primer: adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
penegak hukum dalam hal ini aparat Polrestabes Makassar dan 
anak sebagai pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda 
dua. 
b. Data sekunder: adalah data yang diambil sebagai penunjang atau 
bahan banding guna memahami data primer. Data sekunder 
ditemukan dari berbagai sumber seperti: jurnal, skripsi, buku-buku, 
dokumen, dan lain-lain. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu: Penelitian yang 
dilakukan penulis dilapangan secara langsung dengan melakukan 
Wawancara untuk menggali informasi dari aparat Polrestabes Makassar 
dan oknum anak sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor. 
 
D. Analisis Data 
Analisa dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu 
memaparkan data yang telah diperoleh kemudian menyimpulkannya. 
Analisis data ini terfokus pada KUHP pasal 362 s/d 365 menyangkut 
kejahatan pencurian atau hukum materiil dan formil lainnya. Dalam hal ini 
penulis membandingkan antara das sollen dengan das sein untuk 
mengetahui mengetahui penyebab terjadinya pencurian kendaraan 
bermotor roda dua yang dilakukan oleh anak, penanganan serta 
penegakan hukumnya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Data Tentang Kejahatan Pencurian Sepeda Motor Yang 
Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar 
Untuk menjawab rumusan masalah sebagaimana tertulis pada bab 
sebelumnya yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, penulis kemudian 
melakukan penelitian di beberapa tempat yakni; di Polrestabes Makassar 
untuk menemukan data mengenai kejahatan pencurian sepeda motor 
secara umum dan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di kota Makassar 
serta di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Makassar guna mendapatkan 
data mengenai tingkatan pendidikan pelaku kejahatan pencurian sepeda 
motor yang dilakukan oleh anak di kota Makassar. 
Adapun data yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut : 
1. Data kejahatan pencurian sepeda motor secara umum di kota 
Makasar 
Sebelum membahas tentang kasus kejahatan pencurian sepeda 
motor yang dilakukan oleh anak, terlebih dahulu penulis memaparkan data 
kasus kejahatan pencurian sepeda motor secara umum yang terjadi di 
Kota Makassar dalam kurun waktu tahun 2014-2015, hal ini cukup penting 
untuk dijadikan perbandingan antara kejahatan pencurian sepeda motor 
secara umum dengan kejahaatn pencurian sepeda motor yang dilakukan 
oleh anak. 
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Pada lokasi penulis melakukan penelitian yakni Polrestabes 
Makassar, ditemukan bahwa masih saja terjadi kejahatan pencurian 
sepeda motor. Ditemukan berbagai laporan dari masyarakat yang resah 
terhadap kejahatan tersebut yang telah menimbulkan korban. 
Berikut data Laporan tentang kejahatan pencurian sepeda motor 
secara umum di kota Makassar yang diperoleh dari Kepolisian Resort 
Kota Besar Makassar mulai tahun 2014-2015 : 
Tabel 1. Data Kejahatan pencurian sepeda motor secara umum di 
Kota Makassar. 
No Tahun 
Jumlah Kasus Pencurian Sepeda Motor 
Laporan Selesai 
1 2014 436 160 
2 2015 215 119 
Jumlah 651 279 
Sumber: Reskrim Polrestabes Makassar 
Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan jumlah kasus yang 
tercatat di Polrestabes Makassar dari tahun 2014 sampai tahun 2015 
adalah sebanyak 651 laporan dan 279 kasus yang selesai. Pada tahun 
2014 tercatat sebesar 160 kasus yang terungkap dari 436 kasus yang 
terlapor atau bila dipersentasekan sebesar 36.69 persen kasus yang 
terungkap, sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan jumlah 
kasus yang tercatat sebesar 119 kasus yang terungkap dari 215 kasus 
yang terlapor yakni sebesar 55.34 persen kasus yang terungkap. Apabila 
dirata-ratakan sekiranya ada 27 kasus setiap bulannya dalam kurun waktu 
tahun 2014 hingga tahun 2015, atau sekitar 1 kasus pencurian sepeda 
motor perhari yang terjadi di kota Makassar dari tahun 2014 sampai tahun 
2015. 
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2. Data kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh 
Anak 
Dari hasi penelitian yang penulis lakukan di Polrestabes Makassar, 
ditemukan data bahwa pelaku pencurian sepeda motor di kota Makassar 
tidak hanya dilakukan oleh pelaku dewasa, melainkan terdapat juga 
pelaku anak dengan jarak usia antara 15 sampai 17 Tahun yang 
melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di kota makassar, 
sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini. 
Tabel 2.  Data kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan 
oleh anak di kota Makassar 
No Tahun 
Jumlah Kasus Pencurian Sepeda Motor Yang 
Dilakukan Oleh Anak 
Ditangani dilimpahkan 
1 2014 49 37 
2 2015 61 22 
Jumlah 110 59 
Sumber: Polrestabes Makassar 
Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan sebagai mana yang 
tercatat di Polrestabes Makassar jumlah kasus kejahatan pencurian 
sepeda motor yang dilakukan oleh anak dari tahun 2014 sampai tahun 
2015 adalah sebanyak 110 kasus yang ditangani dan 59 kasus yang 
dilimpahkan kekejaksaan. Pada tahun 2014 tercatat sebesar 37 kasus 
yang dilimpahkan dari 49 kasus yang ditangani atau bila dipersentasekan 
sebesar 75,5 persen kasus yang dilimpahkan kekejaksaan, sedangkan 
pada tahun 2015 mengalami peningktan jumlah kasus yang tercatat 
sebesar 22 kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan dari 61 kasus yang 
ditangani yakni sebesar 36 persen kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Ginandra Putri selaku 
Kanit PPA di Polrestabes Makassar mengatakan bahwa mayoritas pelaku 
pencurian sepeda motor yang masuk kategori anak masih terdaftar 
sebagai pelajar dengan jarak usia 15 sampai 17 tahun. 
3. Data tingkatan pendidikan pelaku kejahatan pencurian sepeda 
motor yang dilakukan oleh anak di kota Makassar 
Untuk penelitian lebih lanjut penulis menetapkan 10 anak yang 
menjadi pelaku kejahatan pencurian sepeda motor di kota Makassar 
sebagai sampel dalam penelitian ini. Kemudian lebih lanjut penulis telah  
mewawancarai 10 anak yang menjadi sampel dalam penelitian ini 
mengenai latar belakang pendidikannya. Mengenai data tingkatan 
pendidikan pelaku dalam dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel 3 Tingkatan pendidikan pelaku kejahatan pencurian sepeda 
motor yang dilakukan oleh anak di kota Makassar 
 
No Tingkat Pendidikan Pelaku Frekuensi Persentase 
1 Sekolah Menengah Pertama 1 10% 
2 
Sekolah Menengah 
Atas/Kejuruan 
6 50% 
3 Putus sekolah 4 40% 
Sumber: Hasil wawancara Anak sebagai pelaku pencurian sepeda 
motor di kota Makassar 
 
Berdasarkan tabel di atas dengan mengambil 10 responden 
sebagai sampel anak yang menjadi pelaku kejahatan pencurian sepeda 
motor di kota Makassar menunjukkan bahwa yang paling banyak 
melakukan kejahatan pencurian sepeda motor adalah pelaku dengan 
tingkatan pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan yaitu 5 orang 
pelaku dengan persentase sebesar 50 persen. Selanjutnya adalah anak 
sebagai pelaku pencurian sepeda motor dengan tingkat pendidikan Putus 
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sekolah sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 40 persen 
sedangkan yang paling sedikit yakni anak pada tingkatan pendidikan 
Sekolah Menengah Pertama. 
Setelah membandingkan data kejahatan pencurian sepeda motor di 
kota Makassar secara umum dan yang dilakukan oleh anak, penulis 
menemukan data bahwa meskipun pada kasus pencurian sepeda motor 
secara umum jumlah kasus tercatat menurun dari tahun 2014 sampai 
2015, namun pada kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh 
anak meningkat dari tahun 2014 hingga 2015. Hal ini menjadi ironis karna 
apabila dengan mengacu pada data yang penulis temukan di lapangan, di 
satu sisi penegak hukum telah berhasil menekan jumlah kasus pencurian 
sepeda motor secara umum namun di sisi lain penegak hukum masih 
kurang berhasil dalam menekan jumlah kasus pencurian sepeda motor 
yang melibatkan anak sebagai pelaku hal ini terbukti dari peningkatan 
kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak dari tahun 2014 
sampai 2015. 
Hal tersebut di atas patutlah menjadi perhatian bagi penegak 
hukum, terkhusus bagi aparat kepolisian sebagai pintu gerbang dalam 
penegakan peradilan anak diharapkan mampu menjalankan tugas yang 
diamanahkan guna meminimalisir kejahatan tindak pidana pencurian 
sepeda motor yang dilakukan oleh anak di kota Makassar. 
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B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian 
Sepeda Motor yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar 
Makassar sebagai salah satu kota besar di kawasan Indonesia 
timur memiliki potensi perkembangan ekonomi, mengingat bahwa letak 
geografis kota Makssar yang strategis serta perannya sebagai pintu 
gerbang kawasan Indonesia bagian timur membuat kota Makassar 
sebagai salah satu kota yang diperhitungkan dalam skala nasional. 
Namun di tengah segala potensi yang dimiliki kota Makassar 
menjadi tercoreng dengan meningkatnya kriminalitas yang terjadi. 
Kejahatan  yang  dilakukan  pun  tak sekedar  seperti  tindak  pidana  
konvensional, melainkan telah menggunakan cara atau modus yang 
beragam. Dalam hal ini yang akan dianalisis oleh Penulis adalah 
kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak. 
Berbicara tentang kejahatan, terjadinya suatu kejahatan tidak serta 
merta terjadi secara spontanitas tanpa suatu sebab. Kejahatan yang 
umumnya terjadi di Negara Indonesia ini selain karena adanya 
kesempatan pelaku dalam melakukan kejahatan juga terdapat faktor lain 
seperti faktor ekonomi, lingkungan dan sebagainya. 
Hal yang sama juga sangat mungkin terjadi di Kota Makassar 
tempat Penulis melakukan penelitian. Penulis melakukan penelitian di 
kantor Kepolisian dan Lembaga permasyarakatan setempat mengenai 
kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak ditinjau dari 
sisi kriminologis. 
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Dari hasil wawancara penulis dengan sampel penelitian yakni 10 
anak pelaku pencurian sepeda motor di kota Makassar menuturkan 
beberapa Faktor penyebab atau yang mempengaruhi terjadinya kejahatan 
pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak. Adapun faktor-faktor 
penyebabnya sebagai berikut. 
Tabel 4  Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian 
Sepeda Motor yang Dilakukan Oleh Anak di Kota 
Makassar 
No Faktor Penyebab Jumlah Pelaku 
1 
Pengaruh dari teman sebaya dan 
lingkungan sosial 
4 
2 Disfungsi keluarga 3 
3 Cara berfikir instan 3 
Sumber: Hasil wawancara Anak sebagai pelaku pencurian sepeda motor 
di kota Makassar 
 
Untuk lebih jelasnya, penulis akan memaparkan faktor-faktor apa 
saja yang menjadi penyebab sehingga terjadinya kejahatan pencurian 
sepeda motor yang dilakukan oleh anak di kota Makassar berdasarkan 
hasil wawancara penulis dengan sampel penelitian yakni 10 orang pelaku 
sebagai berikut: 
1. Pengaruh dari teman sebaya dan lingkungan sosial 
Anak selalu memiliki kecenderungan untuk ingin tampil hebat, 
tampil beda dengan yang lain dan suka terhadap hal-hal yang baru,serta 
ingin selalu dipuji oleh orang di sekitar lingkungannya. Baik buruknya 
tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana orang 
tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu 
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lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah 
laku seseorang. 
Dalam lingkungan masyarakat, pergaulan dengan teman sebaya 
dan tetangga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pencurian 
sepeda motor. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi 
oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka 
perbuatan-perbuatan mereka akan baik pula, apabila bergaul dengan 
orang yang suka melakukan perbuatan yang buruk akan memperbesar 
kemungkinan anak terpengaruh untuk melakukan tidakan yang buruk 
pula. 
Hal tersebut dapat dilihat pada kasus pencurian sepeda motor 
dimana penulis berhasil melakukan wawancara dengan salah satu pelaku 
yang merupakan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota 
Makassar. Menurut pengakuan pelaku tersebut di atas mengungkapkan 
bahwa alasannya melakukan pencurian sepeda motor karna iseng saja 
serta adanya dorongan untuk mendapatkan pengakuan hebat dari 
lingkungan teman-teman sebayanya. Serta setelah melakukan aksinya 
tersebut, pelaku merasa mendapatkan kepuasan batin tersendiri karna 
merasa dirinya “bernyali” serta berani melakukan tindakannya yang 
membuat keberadaan dirinya bisa diperhitungkan dalam lingkungan 
sosialnya yang sudah terbiasa melakukan tindakan kriminal. 
2. Disfungsi keluarga 
Salah satu penyebab seorang anak melakukan kejahatan 
pencurian sepada motor di kota Makassar yakni dilatarbelakangi oleh 
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krisis fungsi keluarga sehingga pembentukan mental anak menjadi 
terganggu dan akhirnya melakukan tindakan kriminal. Krisis fungsi 
keluarga yang dimaksud adalah tidak jalannya fungsi keluarga, bahwa 
keluarga sudah melupakan fungsi pendidikan norma sosial budaya 
sehingga anak menjadi miskin kecerdasan norma sosial budaya. 
Dengan perkembangan mental yang tidak stabil, apapun akan 
dilakukan anak tersebut agar tidak terkucil dari pergaulan, termasuk 
diantaranya melakukan tindakan kriminal. Di sinilah letak pengawasan 
orang tua memegang peranan penting. Anak yang lahir dari keluarga 
bermasalah berpotensi menyebabkan pribadi anak yang bermasalah pula. 
Biasanya anak yang melakukan tindakan kriminal berasal dari keluarga 
broken home dan orang tua yang terlalu mementingkan karir atau terlalu 
sibuk terhadap pekerjaannya sehingga anak yang merasa kekurangan 
perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya mencari pelarian dengan 
melakukan hal-hal negatif diantaranya melakukan tindakan kriminal. 
3. Cara berpikir instan 
Anak yang menjadi pelaku pencurian sepeda motor memiliki pola 
pikir yang masih labil dan cenderung selalu berpikir instan untuk 
mendapatkan sesuatu yang diinginkannya walaupun pada akhirnya harus 
menghalalkan segala cara agar keinginannya tersebut dapat terpenuhi. 
Misalnya dalam kasus pencurian sepeda motor dimana penulis 
berhasil mewawancarai salah satu pelaku yang merupakan anak putus 
sekolah yang melakukan aksinya dengan mengambil secara paksa 
sepeda motor terhadap korban. Ia menuturkan bahwa alasannya 
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melakukan kejahatan tersebut adalah untuk mendapatkan sepeda motor 
dengan cara instan dan uang korban untuk dipakai bersenang-senang 
bersama teman-teman dan pacar tanpa harus bekerja keras terlebih 
dahulu untuk memenuhi keinginannya tersebut. 
 
C. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi 
Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota 
Makassar 
1. Upaya Preventif 
Upaya Preventif, adalah upaya yang bertujuan untuk mencegah 
sebelum terjadinya kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan 
oleh anak. Adapun beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai 
berikut: 
1) Mengadakan patroli keliling di kota Makassar. 
2) Menempatkan personil kepolisian di tempat keramaian yang 
rawan terjadi lokasi pencurian. 
3) Melaksanakan sosialisasi dan bekerjasama dengan 
perlindungan perempuan dan anak dari instansi terkait, sekolah-
sekolah di kota Makassar dan kepada orang tua yang memiliki 
anak yang sudah tidak bersekolah. 
4) Melakukan pendataan terhadap genk-genk motor yang ada di 
kota Makassar. 
2. Upaya Represif 
Upaya represif, merupakan upaya yang bertujuan untuk menekan 
(menghapuskan) Kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh 
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anak dengan melakukan razia bersama instansi lain seperti Satuan Polisi 
Pamong Praja dan pihak Kodim Makassar di tempat-tempat perkumpulan 
anak yang biasa dijadikan tempat untuk menikmati hasil curiannya seperti 
di sekitar Pantai Losari karena di tempat inilah yang paling sering 
dijadikan anak muda di Kota Makassar sebagai tempat melakukan 
tindakan maksiat dan melakukan penyuluhan/pembinaan terhadap anak-
anak yang melakukan tindak pidana dengan memberi arahan sekaligus 
memberi tahu orang tua tentang tindak pidana yang yang dilakukan oleh 
anak bersangkutan, sehingga memberi efek jera dan memunculkan rasa 
malu. 
Menanggapi komentar diatas, Penulis menyimpulkan bahwa selain 
kurang aktifnya aparat Kepolisian dalam mencari infomasi dari masyarakat 
,pengawasan orang tua yang kurang, dapat menyebabkan terjadinya 
kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak. 
Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan oleh 
Penulis, Penulis menemukan bahwa pihak Kepolisian jarang terlihat 
melakukan patroli. Biasanya kepolisian hanya melakukan patroli 
menjelang perayaan tahun baru, menyambut bulan suci ramadhan dan 
menyambut perayaan natal, padahal dihari-hari biasa sering terjadi 
kejahatan ini dalam upaya menekan tingginya kejahatan pencurian yang 
dilakukan oleh anak. Menurut tanggapan penulis hal ini sangat perlu 
dilakukan pihak kepolisian guna menekan semakin banyaknya terjadi 
kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak. 
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Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan hasil penelitian di 
atas, Penulis berkesimpulan bahwa upaya yang harus dilakukan pihak 
Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor yang 
dilakukan oleh anak. 
1. Aparat kepolisian harus lebih aktif melakukan kegiatan patroli 
jangan hanya dilakukan pada hari tertentu tetapi dihari-hari 
biasa, setidaknya sekali dalam dua minggu . 
2. Aparat Kepolisian harus menjalin hubungan yang baik dengan 
masyarakat dan instansi terkait untuk saling membantu dalam 
menekan kejahatan ini. 
3. Aparat Kepolisian serta instansi pemerintah setempat yang 
terkait serta dengan melibatkan tokoh-tokoh agama untuk 
mengadakan penyuluhan dan bimbingan khusus terhadap anak 
sebagai pelaku kejahatan pencurian sepeda motor. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil 
penelitian ini, maka penulis kemudian menarik beberapa kesimpulan 
sebagai berikut. 
1. Bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya aksi pencurian sepeda 
motor yang dilakukan oleh anak di kota Makassar adalah faktor 
pengaruh dari lingkungan teman sebaya, terjadinya disfungsi 
keluarga, serta karna cara berpikir instan. 
2. Upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian terhadap aksi 
pencurian sepeda motor yang dilakukan anak di kota Makassar 
adalah dengan melakukan upaya preventif yaitu upaya yang 
bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan pencurian 
sepeda motor yang dilakukan oleh anak dan dengan melakukan 
upaya represif yakni merupakan upaya yang bertujuan untuk 
menekan (menghapuskan) Kejahatan pencurian sepeda motor 
yang dilakukan oleh anak dengan melakukan razia bersama 
instansi lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak Kodim 
Makassar di tempat-tempat perkumpulan anak yang biasa dijadikan 
tempat untuk menikmati hasil curiannya seperti di sekitar Pantai 
Losari karena di tempat inilah yang paling sering dijadikan anak 
muda di Kota Makassar sebagai tempat melakukan tindakan 
maksiat dan melakukan penyuluhan/pembinaan terhadap anak-
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anak yang melakukan tindak pidana dengan memberi arahan 
sekaligus memberi tahu orang tua tentang tindak pidana yang yang 
dilakukan oleh anak bersangkutan, sehingga memberi efek jera dan 
memunculkan rasa malu. 
B. Saran 
1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang dalam 
menangani kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh 
anak di kota Makassar, dalam melakukan penegakan hukum dapat 
memberikan penerapan sanksi yang efektif serta memiliki efek jera 
terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. 
2. Dalam melakukan usaha pencegahan terhadap kejahatan pencurian 
sepada motor, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak yang ada 
dalam masyarakat demi menekan tingkat terjadinya aksi pencurian 
sepeda motor yang dilakukan oleh anak di kota Makassar. 
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